
KATA PENGATTTAR

Penelitian berjudul "RETHINGKING RULE OF LAW AND HUWN RIGHTS; PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DEMOKRATIS SEBAGAI
PERWUTUDAN HAK ASASI WARGA NEGARA" ini berdasarkan permintaan dari panitia
konferensi dan seminar nasional serikat pengajar hokun dan Ham di Universitas Surabaya,

Surabaya untuk menjadi narasurnber.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam kehidupan masyarakat pada saat sekarang,

kebutuhan atas tegaknya HAM di suatu negara semakin luas dan signifikan. Deklarasi Hak
Asasi Manusia Universal1948 {UDHR), merupakan standar umum (cornmon standard) bagi

semua bangsa dan negara di dunia. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal ini menyatakan,

setiap individu dan institusi dalarn masyarakat baik bqsifbt nasional maupun intemasional,

menjamin pengakuan dan pelaksanairn secara umum dan efektif untuk mempertinggi
penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi. Regulasi yang memperkuat
jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang dalam

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26
Tahun 2000 tenkng Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur persoalan HAM. Undang-undang No.
39 tahun 1999 dapat dikatakan merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang

mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia Selain mengatur tentang berbagai macam
hak dasar warga negar4 UU No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan

tanggung jawab pemerintah untuk menghorrnati, melindungi, menegakan dan memajukan
HAM yang diatur dalarn UU HAM, peraturan perundang-undangan lainnya dan taftum
internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia @s. 71 UU 39

Tahun 1999). Baik UUD 1945 rnaupun UU No. 39 tahun 1999 menunjukkan keterkaitan
antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas pemenuhannya. Hal ini menjidikan
nogar4 terutama pemerintah, berkewajiban untuk rnelakukan serangkaian tindakan yang

menjamin atas implementasi yang efektif dalam berbagai bidang diantaranya dalam peraturan

perundang-undangan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan langkah-langkah lainnya
dalam segala bidang.

di tingkat daerah, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM),
Andi Mattalata, Sejak 1999 hingga November 2007 ada sebanyak 1.406 Peraturan Daerah
(Perda) dibatalkan, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Pancasila serta UUD
1945. \Malaupm isu pmbatalan Perda ini tidak semuanya berkaitan dengan ham, namun
tetap perlu untuk dipertimbangftan.

Semoga penelitian ini yang telah disampaikan dalam Konferensi dan Seminar Nasional
tersebut, dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di Sumatera Selatan,
sehingga dapat diambil tindakan-tidakan nyata jika terdapat kekurangan dan penguatan atas

upaya yangtelah dilakukan.
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ABSTRACT
Indanesia hos the _canstitutian expressly gucrontees the existence of civil rights in theConstitution of 1945 whiclt makes the necessit1r fur states to protect tlzose righ*. Reform andregional autonomy in Indonesia, the process tends to lead to negative phenom-ena in the field ofIegislation, for example, a lot of legislation recently passed iven become effective yet beenreplaced by statute Qaw) a new one, becouse impleme'ntatif and cause new iiciat problems insociety, many laws are not relevont to the needi ar problems in the community, tie thira, grn
number of regional regulation {taw} issued by the rigianat government revoked by the central
Government {Ministry lf Homg Affair$, as opposed-to higier regulations, the public intereslPancasilan as well as the 1945 constitution. liearly atl thi districts / cities, evolving situations
and canditions not optimal cammunitSr participatiin in the establishment of law, the absence ofindicators of the dissemination of the drafi law, sacialization, and laci of academic texts.Negative phenomena in the fteld of legislation that actually occurred in the ira of reform anddecentralization, democratization cai be- minir_nized by th"e formriiiiriWi'iiioo, inctuding
legislation, which is cancretely realized through the iniatveient of community pafticipatian inthe process of formatign. Community participation is guaranteed by human rights, especiallycivil and political right, ond the economLc sociol aid culture rign*. In pritice, however,participation is not enough to iust be dane by a group of peop"Ie sittinj in iepresentative
institutions {in this context: DPRD), because the instintioit ooa p"ople who sit in representative
institutions, often using the name af the politicat interess of thi piopte to fight for personal orgroup interest their own. Associated with the law, the law was oi, iy tn" giarantorc of humanrights protection and implementation. However, the law can also r"i, on"the cantrary, becausethe law itsell l's nat sterile from other community subqystems. As a result, the law does notalways bring positive impact to the communitTt, so it doei not always guarantee legal certaintTt,enforcement of the rights of the cammuniQt 

_and 
a sense of justice. in additian, ihe process oyexpansion and instifrttionalization of rights, both at indiviiial and community, open access tobasic rights including access to power, intended as the process of democratization, both inpolitical and economic 

-1ens9. 
This paper intends to drscuss and analyze the formation ofdemocratic law, especially when a"solfated_*ith economic righ*, where th" nuoir", af humanrigh* should be there either in process or charge any tegistaiion in the area, thus, human rights

is notiust a mere slogan, but a necessit1t boosteid wiin *e law and participatory policy.
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L Pendahulaan
Konstitusi Indonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil, politik,

ekonomi, sosial dan budaya daram undang-undang Dasar 1945 yang menjadikan
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adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Reformasi dan
otonomi daerah di Indonesia, dalam prosesnya menimbulkan fenomena
kecenderungan negatif di bidang legislasi, yaitu: pertoma, banyak peraturan
perundang-undangan yang baru saja disahkan bahkan belum berlaku secara efektif
sudah diganti dengan undang-undang (UUJ yang baru, karena tidak implementatif
dan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat, misalnya UU tentang
Yayasan dan UU Pemerintahan Daerah fPemda); kedua, banyak UU yang tidak relevan
dengan kebutuhan atau permasalahan dalam masyaraka! misalnya UU Pemekaran
Wilayah;3 ketiga, banyaknya Peraturan Daerah fPerdal yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah yang dicabut oleh Pemerintah Pusat (Mendagri) karena
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Pancasila dan
UUD 1945 serta mengancam investasi di daerah.a

Peraturan Daerah menurut Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945, Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {UU No.
L0/2A04), dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang
Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004), adalah bentuk legislasi di daerah sebagai
salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengums rumah
tangganya sendiri fotonom), yang berasal dari dua sumber, yaitu otonomi dan tugas
pembantuan. |adi, Peraturan Daerah akan terdiri dari Peraturan Daerah di bidang
otonomi yang bersumber dari wewenang atributif dan Peraturan Daerah di bidang
tugas pembantuan yang bersumber dari wewenang delegatif.

Sebagai bagian dari hierarkhi perundang-undangan di Indonesia, fungsi
Peraturan Daerah Menurut Pasal 7 {e} UU Pembentukan Feraturan Perundang-
undangan adalah sebagai berikut: 1). Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yung
tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 2). menyelenggarakan pengaturan
hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih
tinggi (tingkat pusat); 3). Menyelenggarakan pengaruran hal-hal yang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi; 4). Menyelenggarakan
pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi; 5). Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh perdi
yang lebih tinggi; 6). Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur
rumah tangga daerah bawahannya.s

Di daerah (Prop, Sumatera Selatan), berkembang situasi dan kondisi belum
optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, dengan
indikator sebagai berikut pertama, ketidakseriusan dan ketidakjelasan Sekretaiiat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat Daerah untuk

3Erni Setyowati, dlft. 2005. Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi,Pusat Studi dan
Kebijakan Indonesia. Jakarta. IILm. 27.

4Ko*pas.2OOl.2lNovemberdanAnlaxaNews.KantorBeritaAntara.200T.lgNovember.*1.406
Perda Dibatalkan Sejak 1999'. Di thgkat daeratL Sejak 1999 hingga November 200? ada sebanyak 1.406
Peraturan Daerah @erda) dibatalkan, karena bertentangan dengan kepentingan umum dan pancasila sertr
uuD 1945

5 taOa taoggat 22 Jwri2004 telah disahkan dan diundangkan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peratman Perundang Salah satu materi yang penting dalam UU ini adalah adinya
ketentuan mengenai progam legislasi dalam merencanakanperyusunan Undang-Undang, baik dalarn,i"gt*,
nasional nulupun daerah (Pasal l5). Program legislasi di tingkat nasional atau disebutjuga sebagai progarn
Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanann progilm pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara berencana, terpadq dan sistematis (vide pasal 1 anglo 9)



menyebarluaskan rancangan Peraturan Daerah guna memperoleh tanggapan atau
masukan dari masyarakat; kedua, ketiadaan usul prakarsa rancangan Peraturan
Daerah oleh DPRD; ketiga, ketidakseriusan dan ketidakjelasan Sekretariat Daerah
untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah (yang telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah) kepada masyarakat; dan keempat, ketiadaan Naskah Akademis Peraturan
Daerah, karena ketiadaan pelibatan kalangan akademisi dalam proses
perancangannya. Ini berarti bahwa pembentukan Peraturan Daerah belum sesuai
dengan semangat demokrasi, karena masih didominasi oleh Pemerintah Daerah
(representasi negara). 6

Sampai saat ini, beberapa daerah hasil pemekaran masih menggunakan
Peraturan Daerah Kabupaten Induknya. Fenomena negatif dalam bidang legislasi
yang justru terjadi di era reformasi dan otonomi daerah, dapat diminimalisasikan
dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan,
termasuk Peraturan Daerah, yang secara konkrit diwujudkan dengan cara pelibatan
partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya.

Partisipasi masyarakat dijamin oleh hak asasi manusia (HAM), namun dalam
pelaksanaannya, partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelompok orang
yang duduk di lembaga perwakilan (dalam konteks ini: DPRD), karena institusi dan
orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan, sebagaimana diungkapkan oleh
Alexander Abe, seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan ral<yat untuk
memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.T

Dalam kehidupan masyarakat pada saat sekarang, kebutuhan atas tegaknya
HAM di suatu negara semakin luas dan signifikan.B Deklarasi Hak Asasi Manusia
Universal 1948 (UDHR), merupakan standar umum (common standard) bagi semua
bangsa dan negara di dunia. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal ini menyatakan,
setiap individu dan institusi dalam masyarakat baik bersifat nasional maupun
internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan secara umum dan efektif untuk
mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi.

Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil
dan politik tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tenrang Hik
Asasi Manusia, Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia dan Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
spesifik mengatur persoalan HAM.9 Undang-undang No. 39 tahun Lggg dapat

6U SyamrOdq Mada Apriandi Zuhr danAnnalisa. 2009. Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi
Daerah; Pembentukqn Peraturan Daerah di bidang Ekonomi di Kabupaten/KoraTunggal Mandiri
Publishing. Malang. Et. all.

?Alexander Abe. 2005. Perencanaan Daerah Partisipat$Pembanran. Yoryakarta. Hlm. 90-91.
8 Lihat N{ada Apriandi Zuhir. 2003. "Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia".

Jurnal Ilmiah sirnbur cahaya No. 2l rahun YIII Januari 2003 ISSN No. 141 10-0614.
9Dalu* konteks HAM, peratura$ hukum ynng berkaiEn dengan ham di tndonssia ban*,ak

mengadopsi hukum HAM internasional melalui sufftu le.inbaga yang dikenal dengan istilah ratrjcatirn atau
ratifikasi {atarr pengesahan yaitu perbuatan hukum rmtuk mengikatkan diri pada suatu pe4a";ian interrnsional
dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptaici) dan penyetujuan
(approval),1ihat Pasal 1 (2) UU No. 24 tahun 2000 tentarg Pe{anjian Internasional). Pasal S UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang HAM merumuskan bahwa pedindungaq pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM
menrpakan tarygury jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Setain UUD 1945, sampai saat ini
terdapat 8 (delapan) buah Konvensi HAM intemasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
dengan jalan mengeluarkan berbagai peraturan penmdang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi,



dikatakan merupakan undang-unjang payung dari semua regurasi yang mengaturtentang hak asasi manusia ai lnaonelii. i"rrini"ngrru. renrang berbagai macamhak dasar warga negara, uu No. 39 tahun rg99 r;; menegaskan tentang kewajibandan tanggung jawab pemerintah untuk ,r.nglrofrrti, merindungi, menegakan danmemajukan HAM yang diatur d.aram ury Heni, ieraturan perundang_undanganlainnya dan hukum internasional tentang y1M yrr,!_diau.ima oleh Negara RepublikIndonesia [ps. 71 uu 39 Tahun 1,ggg).gai-t uun "Bismaupun 
uU No. jg tahun 199gmenunjukkan keterkaitan antara jaminan atas trat-trat isasi dan kewajiban ataspemenuhannya' Hal ini menjadikan negara, terutama pemerintah, berkewajibanuntuk melakukan- serangkaian tindakar"yrng *"n;..in atas imprementasi yangefektif dalam berbagai urdang airnt rrny'r-I}r* i"raturan perundang_undangan

ffi;:t'ai 
dengan hak asasi manusia irn trnit t-trngtrh ;i;;;rtam segata

il' dsas-,rrsas pemhentukan perafitran Daerah Di IndonesiaPembentukan peraturan Dae.qah, *".rprL* kewenangan Kepara Daerahbersama-sama dengan DPRD. Inisitaif pembentutar.'puraturan Daerah bisa berasaldari Kepala Daerah maupun inisiatif dari DpRD. pembentutan peratrran Daerah,sebagai bagian integral dari peraturan perundangan-undangan harus mengacu padaasas-asas hukum. Asas-asas hukum umum pembentukai peratu.r, perundang-undangan secara deduktif berraku bagi pemt.rrrrLrn peraturan Daerah, karenaPeraturan Daerah adarah bagian integrar dari konsep peraturan perundang_undangan' Asas-asas hukum limaksud"*unu.u, g. Hamia S. Attamimi adalah

;:ffi,1t'li,.lo"*"' 
berdasarkan atas hukum, ar., f"*"rintahan berdasarkan sistem

Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia dinyatakandengan tegas daram penjerasan uuD Tahun 1945 angka III, yaitu:"Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi 
-rrlrrn, 

kebatinan dari undang-undang Dasar Negara Indonesia. romt-potot pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum 
.{n.e_1nfiae4 yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukumyang terturis (undang-undang 

1as{} maupun yang tidaklerturis. undang-un dang Dasar m en ciptakan p olok-prf"[ piti*n ini drlr. pasar _pasarnya,,.

Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam pembukaan uuD Tahun lg4l,adalahperwujudan sila dari kelima sili Pancasila y"ng ,n..upakan nilai-nilai luhur danpandangan hidup yang berasal dari masyarakat Indonesiayang telah diperjuangkansejak lama dan terah menjadi pedoman- iaram n".urng* dan bernegari bagi rakyatIndonesia" 
'11 yang dikukuhkan ,u.r., konstitusional irenia di dasar negqra (filsafatnegaral dan disahkan pada 18 Agustus tg45 

"r".n 
ppKI fpanitia persiapanKemerdekaan Indonesia) iebagai terumus daram pembukaan uuD Tahun 1g4s.

seperti
lain

konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi ffi
l0a' gamia s' Attamimi' 1990. "Peranan Keputusan presidenRepublik Indonesia dalamPenyelenggaraan Pemerinlal*n N"gr*t s*t{J:or aiJir" *""g"*i Ke-putusan presiden yang BerfungsiPengaturan dalam Kurun waktu p"iit"i-pJitu rv" Disertasi,uoiorJtu, lndonesi4 Jakarta hlm. 307.

Literata J,lYffi:[frffH?;rRestruftrurisasi BUMN di Inda,eskr: Privcrrsasj atau Korporatisosi?,



Pancasila, menurut pasar z uu No. 10/2004, adarah ,,sumber dari segarasumber hukum negara", yang menurut Penjelasan pasalnya, berarti setiap materimuatan peraruran perundang-undangan tidak boreh turt"rt rr;;;;;;rn nlai_nilaiyang terkandung dalam Panclsila". Iadi, Pancasila ,aa"n landa-san niliori, tertinggipembentukan peraturan hukum di Indonesia.
Dalam ker.angka 

-pandangan tentang cara keberadaan manusia, maka citahukum Pancasila, berintikan:
[a) Ketuhanan yang Maha Esa;
[bJ Penghormatan atas martabat manusia;
(c) wawasan Kebangsaan dan wawasan Nusantara;
[d) Persamaan dan Kelayakan;
(e) Keadilan Sosial;
(fJ Moral dan budi pekerti yang luhur;
(g) Partisipasi dan transparansi daram proses pengambilan putusan pubrik.lz

Menurut A' Hamid s. Attamimi, penetapan Pancasila sebagai sumber darisegala sumber hukum negara adalah sesuai a"ig"n pembukaan uuD Tahun 1g45yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideilogi negara serta sekaligus dasarfilosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materimuatan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan naerah, penl) tidak boieh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. oengan demikian, pancasila menjadi citahukum {rechBidee)yang menguasai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.l3Memerhatikan pasal-1- ayat (3) uuD Tahun rg4s p".,rbahan, dapat dipahamibahwa negara Inl:.n:rl, adara-h nugi., hukum. Negara berdasar atas iukum padahakikatnya memiliki 4 (empatJ elemln pokol(, yaitu:1. Pemerintahan menurut hukum;
2. faminan terhadap hak_hak asasi manusia;
3. Pembagian kekuasaan;
4. Pengawasan yudisial terhadap pemerintzfi.14

Menurut suko wiyono, keempat elemen pokok negara berdasar atas hukumtersebut di atas, berfungsi sebagai totot rlru.uiji-p".rru.rn perundang-undanganyang baik, bahwa secara yuridis:
a' setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasar padaperaturan yang lebih tinggi dan atau yrrg -.nyadi suiber atribusinfa;b' Setiap peraturan q"*,a"og-undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusii, termasukhak asasi warga negara dan masyarakat ruru,np]i,;ffii,Ji"'f,".urdrng_

undangan tersebut berlaku mengikat r*.r.r r*u*ic' Setiap peraturan perundang-rnJrngil wajib dibentuk sesuai dasar-dasar hukumpositif yang melandasi kewenalgan lingkungan jabatan atau badan-badanken egaraan/pemerintahan di tingkJt p"rrr-*rufrun or".rt ;

"*#iTH 
Arief sidharra- 2000. ReJteksi tentang struktur lrmu Hukum, cv. Mandar Maju,

13a. gamid S. Atramimi. Op. Cit,hlrn 30s.
l4a. UamiO S. Atramimi. Op. Cit.,hlm. 3it.



I

d' setiap peraturan_ nerundang-undangan di bawah UUD, terbuka untuk dilakukan
iudicial review oleh lembaga peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman
fMahkamah Agung dan Mahkamah KonstitusiJ yang berwenang untuk itu.15

selain asas-asas hukum umum, juga terdapat asas-asas hukum khususpembentukan peraturan perundang-undan{r., yrng'berlaku pura rati peraturan
Daerah, yaitu: 1J asas-asas formar, meriputl.r. ,ilrrn yang jeras, asas perrunyapengaturan, asas materi muatan yang_tepat, asas dapit aitat<saiat<an, dan asas dapatdikenali; dan z) asas-asas materiil, meliputi: ,*, p.o.edur, asas bentuk dankewenangan, asas kerembagaan yang tepat, dan asas isi peraturan.16

Mengacu kepada Pasal 5 uu No. 10/2004, mika pembentukan peraturan
Daerah harus memerhatikan asas-asas hukumprosedural (formal), sebagai berikut:
1-) 'Asas keielasan tuiuan, artinya setiap pembentukan peraturan Daerah harusmempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2) 

,Asas 
kelembagaan atau organ pembentuk yan; iepat, artinya peraturan Daerahharus dibuat oleh lembaga/pejabat pemientrk peraiuran Daerah yangberwenang. Peraturan Daerah tersebut aipat dibatalkan atau batal demi hukumjika dibuar oleh pejabat/rembaga yang tidai berwenang;

3J ^Asas kesesuaian antara ienis ian materi muatan, artinya dalam pembentukan
Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepaq4) csas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan peraturan Daerah harusmemperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat,
baik secara fllosofis, yuridis maupun sosiologis;

5J 'Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya peraturan Daerah dibuat karenamemang benar-benar dibutuhkan dan berrnanfaat dalam *"ngrtu. kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) ^Asas keielasan rumussn, artinya Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratanteknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atauterminologi, serta bahasa hukumnya ielas dan mudah dimengerti, sehingga tidakmenimbulkan berbagai macam interpretasi daram p elaksan arlnnyr,7) Asas keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan peraturan Daerah, mulaidari persiapan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparandan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam p.oru, pembuatan peraturan Daerah.

- selaniutnya, mengacu kepada Pasal 6 uu No. 10/2004, maka materi muatanPeraturan Daerah harus mengandung asas-asas hukum, sebagai berikut:1) 'Asas pengayoman, artinya Peiaturan Daerah harus berfungsi memberikanperlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakaq2) Asas kemanusiaan, artinya setiap materi muatan peraturan Daerah harusmencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabatsetiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsionar;

'."-*o wiyono. 2006. otonomi Daerah dalan Negara Hukum Indonesia: pembentukan peraturan
Daerah Partisipatif, Faza Media. Jakarta. hlm. I19.

r6nid.,hlm.357.



3) Asas kebangsaan, artinya setiap materi muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik fkebhinekaan)
dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;

4) Asas kekeluargaan, artinya setiap materi muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengembilan
keputusan;

5) Asas kenusantarclen, artinya setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan
Peraturan Daerah yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila.

6) .Asas bhineka tunggal ika, artinya materi muatan Peraturan Daerah harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi
khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah
sensitif dalam kehidupan bermasyaraka! berbangsa dan bernegara;

7) Asas keadilan, artinya ssetiap materi muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa
kecuali.

B) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya materi
muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan
berdasarkan Iatar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau
status sosial;

9) Asas kete*iban dan kepastian hukum, artinya setiap materi muatan Peraturan
Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
adanya kepastian hukum;

70)Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasa4 artinya materi muatan setiap
Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negara.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus kepentingan masyaraka!
maka Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
Secara prinsipil, Pasal 12UU No. 10/2004 jo. Pasal 136 s.d. Pasal 149 UU No. 32/2004
telah memuat acuan norrnatif pembentukan peraturan Daerah, yaitu:
1) DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk

mendapatkan persetujuan bersama;
2J Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan

persetujuan bersama DPRD;
3) Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas

pembantuan dan peniabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;

4J Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud
dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" adalah "kebijakan yang
berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyaraka! terganggunya
pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta
kebijakan yang bersifat diskriminatif;



5) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan
hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda
banyaknya Iima puluh juta rupiah;

penegakan
sebanyak-

6) Peraturan Daerah dan/atau keputusan kepala daerah ditetapkan untuk
melaksanakannya;

7) Peraturan Daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala
daerah dimuat dalam berita daerah;

B) Peraturan Daerah menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik
Pelanggaraan Peraturan Daerah (PPNS Peraturan Daerah da., p".rtu.rn kepala
daerahJ.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 10 UU No.32/2004, secara materil peraturan
Daerah dapat mengatur semua urusan pemerintahan, kecuali urusan-urusan politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama,
karena: pertama, keenam urusan pemerintahan ini adalah materi muatan ,rrdrng-
undang, bukan materi muatan peraturan Daerah,; kedua, keenam urusan
pemerintahan ini adalah wewenang pemerintah pusa! bukan wewenang pemda. fadi,proses pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan dengan ...rirt, mengacu
asas-asas hukum pembentukannya, dan memperhatikan kemanfaatan dan ketepitan
materi muatannya, sehingga perlu dipahami dengan baik oleh semua anggota DpRD
dan kepala daerah, bahkan setiap kalangan masyaiakat yang berkepenting"an.

Selain asas-asas hukum umum yang telah dinyaakin .".ri" t"gJr dalam UU
No. 1012004, terdapat pula asas-asas hukum umum Iainnya yrng ,i*nurut hasil
kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkandung arir*-UuD 1945, yang
juga seharusnya mendasari pembentukan peraturan Daerah, intara lain:a. Dalam Pembukaan

1. Asas kebebasan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan;
2. Asas bahwa Indonesia negara pejuang;
3. Asas pengakuan atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa;4. Asas mengayomi bangsa dan tanah air;
5. Asas memajukan kesejahteraan umum;
6. Asas mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Asas ikut rnenertibkan dunia;
B. Asas negara pancasila;
9. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab;
10. Asas kebangsaan;
11. 'Asas Bhineka Tunggal Ika;
12. Asas musyawarah untuk mufakat;
13. Asas keadilan sosial.

b. Dalam batang tubuh
l. Asas negara kebangsaan;
2. Asas kedaulatan rakyat;
3. Asas negara demokrasi perwakilan;
4. Asas negara konstitusional
5. Asas sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem

pemerintahan:
6. Asas kekeluargaan;
7. Asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;



8- Asas persamaan hak atas kesempatan kerja dan penghidupan yang layak;
9. Asas bahwa hukum mengendalikan struktr. p".Lkoromian;
10. Asas kemerdekaan berserikat dan mengeluirkan pikiran;
11. Asas wajib memajukan budaya bangsa;
12. Asas demokrasi ekonomi;
13. Asas perlindungan kepentingan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang

banyak;
14. Asas mengutamakan kemakmuran ralrya!
15. Asas perlindungan fakir miskin dan anak terrantar;

c. Dalam Penjelasan
l. Asas pengakuan hukum tertulis sebagai sumber Hukum Nasional, di samping

undang-undang dan yurisprudensi tetap;
Asas pemeliharaan budi pekerti luhur;
Asas negara hukum;
Asas sistem hierarkhi peraturan perundang-undangan;
Asas pemerintahan konstitusional;
Asas kekuasaan tertinggi di tangan rakyat;
Asas Presiden bertanggung jawab kepada DpR;
Asas kekuasaan Kepala Negara tidak ak terbatas, tetapi dibatasi oleh
Konstitusi dan Hukum Nasional pada umumnya.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

UUD Tahun 1945 fpasca amandemen) menggariskan paling tidak Z (tujuh)
prinsip yang menjadi dasar kebijakan pembentukan produk hukum daerah, yaitu:L' Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiii urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan{vide pasal 18 ayat (2J];
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (vrde pisal itiiyat (s));3. Prinsip kekhususan dan keragaman Indonesia(vfde pasal rsA ayitti));4' Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya {vide pasal 1gB ayat (2));
5' Prinsip mengakui dan menghormati pemerinta-han daerah yang bersifat khusus

dan istimewa (vide pasal 1gB ayat (1JJ;
6' Prinsip badan-perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum fvidePasal 18 ayat (3);
7' Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilsaanakan secara selaras dan adil

(Pasal lBAayat(2)J.
Selanjutnya, menurut Muhammad Syaifuddin, uu No. zz/2a04 yang dibentuk

pasca amandemen Pasal 18 UUD Tahun 1945 dapat menjadl titik pijak penataan
produk hukum daerah sebagai instrumen hukum penyelenggr.rrn desentralisasi dan
otonomi daerah, karena telah memuat perubahan baik pada ranah paradigma, pola
dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. orlr* .rnik, pelaksanaan
kewenangan mengurus kepentingan masyarakat, maka Kepala oaeratr dan DpRD
menetapkan Peraturan Daerah. 17

l7tvt ta*r*a Syaifuddin. 2009. "Legislasi Partisipatorik: pengaturan Hukum Hak Masyarakat
untuk Berpartisipasi dalam Proses Legislasi Dier,rf' Materi ll,to*uuny, Disampaikan di Sekoldr Demokrasi,
9*gr" Modul "Legislasi Daerah" dan Topik "Ruang Lrngkup, proses, Oao pariigpasi lrasyaratat OXam
Legislasi Daerah", , Diselenggarakan oleh Yayasan euspa rnoonesla danKomunitas Indoaesia untuk
Demokrasi, bertempat di wisrna Inayab palembang siutu, o Juni, hrm. 6.



Kemudian, Pasal 1"36 sampai dengan Pasal 149 UU No. 32/2004 yang diperkuat
oleh Pasal 72 UU No' 10/2004 mengatur beberapa prinsip peraturan 6r.."h, iebagai
berikut:

L. DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah
untuk mendapat persetuj uan bersama;

2- Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan bersama DpRD;

3' Peraturan Daerah dibentuk -tlry rangka penyelenggaraan otonomi, tugas
pembantuan dan penjabaran lebih lanjurperituran peiundang-undangan ying
lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing dierah;

4- Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepeitingan umum/dan
atau peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih ting[i;

5. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beLan biay, prGrn penegakan
hukum atau pidana kurungan paling lama 6 fenam) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) juta rupiah;

6. Peraturan Daerah dan/atau Keputusan *epala Daerah ditetapkan untuk
melaksanakan p eraturan Daerah;

7. Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan
Daerah dimuat dalam Berita Daerah;

8. Peraturan Daerah dapat menuniuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik
Pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Peraturan Daerah dan peraturan
Daerah).

II I. U rg ensi Partisipasi Maryarakot
Menurut M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, terdapat tiga akses

yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:
L. Akses terhadap informasi yang meliputi 2 iipeyaitu:

a. Hak akses informasi pasif
b. Hak informasi aktif.

2' Akses partisipasi dalam pengalihan keputusan Qtublic participation in decision
making) meliputi:

a. Hak masyar_a\at untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
b. Partisipasi dalam penetapan kebijakan,..nirn, dan program pembangunanc. Partisipasi dalam pembentukan peraturan perundrng-,,narrrgrn.

3. Akses terhadap keadilan (access ta justice)
Menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan
secara langsung {the iustice pillar alsa pravides s mechinism far public ta enforce
environmental law directly). Sifat dasar dan peran serta adalahr
a. Keterbukaan(opennessJ
b. Transparansi {transparency).18

- Lebih lanju! M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono menjelaskan
bahwa penguatan tiga akses mendorong diyakini dapat mendorong terjadinya
perubahan orientasi sikap dan perilaku birokrasi yanga semula *.r;rai service
provider menjadi enabler/fasilitator. Perwujudan tiga akse, tersebut aipat dilihat
dalam bentuk:

18W. Ria*ao ljandra dan Kresno Budi Sudarson o. Op. Cit.,hlm. 43-44.



1.

2.
Turut memikirkan dan memerjuangkan nasib sendiri.
Kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Tidak menyerahkan penentuan
nasibnya kepada orang lain
Merespons dan bersikap kritis.
Penguatan posisi tawar.
Sumber dan dasar motivasi serta inspirasi yg menjadi kekuatan pelaksanaan
tugas dan kewajiban pemerintah.lg

yang
tingkat

3.

4.
5.

Memerhatikan penjelasan M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono,dapat dipahami bahwa prinsip keterbukaan adalah elemen penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang berorientasi pada konsep negara
kesejahteraan yang bertumpu pada kekuatin masyarakat sipii, dengan bercirikanbirokrasi yang efisien, efektif, impersonal, impartial, oll"ktif, "rasional 

dan
berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip keterbukaan membawa konsekuensi
adanya kewaiiban bagi Pemerinah Daerah untuk secara proaktif memberikaninformasi kepada masyarakat, serta menjelaskan kepada masyarakat tentang
berbagai hal yang mereka butuhkan. Pelakianaan priniip keterbukaan membawakonsekuensi perlunya pelaksanaan prinsip pi.tiriprri masyarakat dalam
pembentukan Peraturan Daerah.

- Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu
kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. partisipasi masyarakatdalam proses pembentukan Peraturan Daerah dapat dikategorikan sebagaipartisipasi politik, yang menurut Huntington dan Nelson parrisipii politik adalahkegiatan warga negara sipil (itrivate 

*citizen) 
yang bertujuan mempengaruhi

pengambilan keputusan oleh pemerintah.Z0
Prinsip partisipasi masyarakat $tubtic participationJ, sebagaimana dijelaskan

oleh-Bambang sugiono dan Ahmad Husni M.D, adala"h "eleriien p"iting dalam prosespelaksanaan demokrasi, yang maknanya memberikan peluang aaan;, peran sertaaktif masyarakat dalam Droses pengambilan keputusan, khususnya kelompok
masyarakat yang terkena dampak langsung suatu kegiatan pembangunan sebagai
akibat dari kebijaksanaan publik tpubtic policy)',.21

Lebih lanjut Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D menjelaskan bahwapelaksanaan prinsip peran serta masyarakat bertujuan untuk: pertama, melahirkanprinsip kecermatan dan kehati-hatian dari p"lrurt publik dalam membuatkebijaksanaan publik; kedua, membawa konsekuensi munculnya suatu kontrol sosialyang konstruktif dan kesiapan sosial masyarakat terhadap setiap bentuk dampak
akibat suatu kegiatan pembangunan.22

sherry Arnstein dalam bukunya ,,A Ladder of citizen participation,
dijelaskan oleh Esmi warassih,23 mengembangkan skema B (derapanJ

19nia.

Z0samuel Huntington dan Joan Nelson. 7994. Partisipasi potitik di Negara Berkembarg RinekaCipta, Jakartr.

, 2lBambang Sugiono dan Ahmad Husni. "supremasi Hukum dan Demokra sl,, Jyrnal Hukum lus
Quia lustum, No. 14 Vol. 7-2000. hlm. ?9-

22nia.

23 Sh"try Arnstein dalambulnrnya "A Ladder of Citizen Participation*, dilartip dari Esmi warassih.20al' Pemberdayaan Masyarakat dalam-Mewuiudkan rliuan uuii 1r*r", penegakan Hukam danPersoalan Ke adilan), Badan penertit universitas Dipnegoro, Semarang



partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan. Tingkat pertama atau tertinggi
adalah kontrol warga negara {citizen controD,yang berwujud wewenang publik untuk
memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Satu tingkat
di bawahnya atau tingkatkedua adalah delegasi kewenangan {delegated power), yang
memberikan kewenangan kepada masyarakat lebih besar daripada penyelenggara
negara dalam merumuskan kebijakan. Kemudian, di trngkctketiga, adalah kemitraan
tpartfiershtp) yang mendukung keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat
dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama.
Tiga tingkatan ini mengakui keberadaan hak ralqyat untuk membentuk peraturan
perundang-undangan"

Selanjutnya, tingkat keempat sampai dengan tingkat keenam, adalah
partisipasi semu, yang terdiri dari peredaman {placation} konsultasi dan informasi
(informing). Di tingkat peredaman ralryat telah mempunyai pengaruh terhadap
kebiiakan, tetapi jika akhirnya teriadi vating pengambilan keputusan, akan tampak
keputusan ada di tangan lembaga negara, sedangkan kontrol dari ralryat tidak sangat
menentukan. Berikutnya, di tingkat konsultasi rakyat didengar pendapatnya lalu
disimpulkan, ra}<yat telah berpartisipasi dalam membentuk peraturan perundang-
undangan dan lembaga negara telah memenuhi kewajiban, melibatkan rakyat dalam
membentuk peraturan perundang-undangan. Adapun di tingkat informasi ralqyat
sekedar diberitahu akan adanya peraturan perundang-undangan, tidak peduli apakah
ralqyat memahami pemberitahuan itu, apalagi memberikan pilihan guna melakukan
negosiasi atas kebijakan itu.

Kemudian, di tingkat ketujuh dan kedelapan, terapi dan manipulasi
m enunj ukkan ketiadaan partisipa si. Di ti ng kat terapi kelompok kebij akan masyarakat
korban kebijakan dianjurkan mengadu kepada pihak yang benn enang, tetapi tidak
ielas pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak. Paling buruk adalah di tingkat
manipulasl, karena lembaga negara melakukan "pembinaan" terhadap kelompok-
kelompok masyarakat untuk seolah-olah beryartisipasi, padahal yang sebenainy"
terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang
dikembangkan oleh Sherry Arnstein sebagaimana diuraikan di atas, dapai
ditabulasikan dalam tabel berikut ini:

Matriks Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan kebijakan
(menurut Sherry ArnsteinJ

B Kendali masyaraka t t citizen controll Kekuasaan masyarakat
{degree of citizen power)7 Delegasi kekuasaan { deleg ated power)

6 Kemitraan {pa rtnersh i p)
5 Peredaman fplacatfon) Partisipasi Semu

(Degree af tokenism)4 Konsu ltasi (c on sulta ti on)
3 Penginformasian { informins)
2 Terapi {Therapy} Tidak Partisipatif

(nonparticipation)1 Manipulas i I ma nipulation)

Paling tidak ada I (delapan) manfaat yang akan dicapai jika Pemda Kabupaten
Banyuasin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk
dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang demokratis, sebagaimana
dijelaskan oleh M.lrfan Islamy, yaitu:



L. Masyarakat akan semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan
pembangunan;

2. hubungan masyarakat, pemerintah dan legislatif akan semakin baik;
3. Masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi;
4. Masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah

dan Iegislatif serta bersedia bekeriasama dalam menangani tugas dan urusan
publik;

5. Bila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan menerima ide-ide
pembangunan, maka mereka juga akan merasa ikut memiliki tanggung jawab
untuk turut serta mewujudkan ide-ide tersebut;

6. Mutulkualitas keputusan atau kebijakan yang diambil akan menjadi semakin
baik karena masyarakat turut serta memberikan masukan;

7. Akan memperlancar komunikasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah; dan
8. Dapat memperlancar kerjasama, terutama untuk mengatasi masalah-masalah

bersama yang kompleks dan rumil24

Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang duduk di
Iembaga perwakilan di daerah, karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam
lembaga perwakilan, sebagaimana diungkapkan oleh Alexander Abe, seringkali
menggunakan politik atas nama kepentingan ralryat untuk memperjuangkan
kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat secara
Iangsung, menurut Alexander Abe, akan membawa tiga dampak penting yaitu:
pertam{r, terhindar dari pe}uang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan
memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat; kedua, memberi nilai tambah pada
legitimasi rumusan perencanaan, karena semakin banyak jumlah pihak yang terlibat
semakin baik; dan ketiga, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik
masyarakal25

IV' Prinsip'prinsip dan l{odel Partisipasi ilIasyarakatyang Perla Dikemhangkan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berupa partisipasi konl<rit

dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di di daerah. Kesempatan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis di
daerah sudah diakomodasi dalam hukum positi{, yaitu Pasal 139 ayat (1) UU pemda
No.32/2A04 dan Pasal 53 UU PPP No. L0/z}A4,yang memuat asas keterbukaanyang
substansinya mengakui dan memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan
masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan
rancangan UU atau rancangan peraturan Daerah.

Pembenrukan Peraturan Daerah demokratis berlangsung dalam strul<tur
sosial dan menjadi bagian dari proses sosial yang lebih besar, sehingga tidak secara
otomatis berlangsung lancar jika struktur sosial dan proseu sosial dalam mana
pembentukan Peraturan Daerah itu berlangsung tidak demokratis.

Pembentukan Peraturan Daerah, mulai dari persiapan sampai dengan
penyusunan, memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai materi yang akan
diatur dan pengetahuan hukum yang luas serta penge6huan tentang ieknik

24tvt. ttfao Islamy. "Membangun Masyarakat Partisipatif', Jurnal Administrasi publik, Vol. IV No.
2 Maret-Agustus 2004, hlm. 3-9.

25Atexander Abe. 2005. Opcit. X)-9L.



peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, diperlukan suatu
kecakapan untuk mencari dan menemukan pokok persoalan atau fakta yang telah
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk dituangkan dalam rumusan
Peraturan Daerah yang singkat namun jelas, sehingga maksud yang diinginkan oleh
pembentuk Peraturan Daerah itu dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Penting dipahami bahwa Peraturan Daerah tidak mengatur keadaan yang
masih merupakan anggapan hukum {rechta opvatigen), akan tetapi Peraturan Daerah
iustru mengatur kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dalam suatu bidang
yang diatur. fadi, Peraturan Daerah harus diusahakan agar dapat dipergunakan dalam
situasi dan kondisi yang berkembang. Selain itu, agar Peraturan Daerah lebih
operasional lagi, maka pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas
sebagaimana dikehendaki oleh UU Pemda No. 32/2004, tetapi perlu dilengkapi
dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang
hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademis terlebih
dahulu. Namun, dalam praktiknya, seringkali naskah akademis Peraturan Daerah
diabaikan, karena memang tidak ada upaya pelibatan kalangan akademisi dalam
proses perancangan Peraturan Daerah.

Partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat akademis, dalam pembentukan
Peraturan Daerah menjadi penting, karena: pertamar menggali pengetahuan, keahlian
atau pengalaman masyarakat, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk nantinya
benar-benar memenuhi persyaratan Peraturan Daerah yang baik; kedua, menjamin
Peraturan Daerah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat {poliuk,
ekonorni, sosial, dan lain-lain); ketiga, menumbuhkembankan rasa memiliki {iense of
belanging) dan rasa bertanggung jawab (sense of responsibitity dan sense of
accountabiliry) atas Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut.

Partisipasi tidak tepat jika hanya pada tataran keterlibatan masyarakat dalam
proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis di daerah, tetapi harus lebih jauh
dari itu, dalam arti masyarakat, terutama masyarakat marjinal dan rentan dapat
menentukan hasil akhir atau dampak positif dari keberadaan Peraturan Daerah
tersebut.

Berangkat dari situasi dan kondisi belum optimalnya partisipasi masyaraka!
maka diperlukan terobosan gerakan civil saciety untuk mendorong maju partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Bukan karena alasan
reformasi, otonomi daerah, atau demokratisasi, sehingga terobosan harus dilakukan,
melainkan karena Peraturan Daerah itu akan berdampak pada masyarakat luas
bukan pada sekelompok orang yang ada di lembaga eksekutif (Pemda) maupun
legistaltif (DPRD).

Mengelaborasi pendapat Rivai G. Ahmad, dkk., maka perlu dikembangkan 8
fdelapan) prinsip dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam
pembentukan Peraturan Daerah, yaitu:
1. Adanya kewajiban publikasi yang efektif;
2. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan mudah

diakses;
3. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat

untuk terlibat dalam mengawasi proses sejak perencanaan;



4. Adanya prosedur yang menjamin publik dapat mengajukan rancangan Peraturan
Daerah;

5. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan
bebas diakses oleh publik, misalnya naskah akademik dan rancangan Peraturan
Daerah;

6. Disediakan jaminan banding bagi publik apabila proses pembentukan Peraturan
Daerah tidak dilakukan secara partisipatif;

7. Adanya pengaturan jangka waktu yang memadai untuk semua proses
penyusunan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, dan diseminasi
Peraturan Daerah yang telah dilakukan; dan

8. Adanya pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentuk Peraturan
Daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi;

Selanjutnya, paling tidak ada 4 (empat) model yang dapat dikembangkan
dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah demokratis,
yaitu: pertama, mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan
independen dalam tim atau kelompok kerja dalam pembentukan Peraturan Daerah;
kedua, melakukan public hearing (diskusi publikJ melalui seminar, lokakarya atau
mengundang pihak-pihak yang berkepentingan {stakehalders) dalam rapat-rapat
penyusunan Peraturan Daerah; ketigo, melakukan uji sahih kepada pihak-pihak
tertentu untuk mendapatkan tanggapan; keempaf, mengadakan kegiatan
musyawarah atas Peraturan Daerah sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang
berkompeten; kelima, mempublikasikan rancangan Peraturan Daerah agar
mendapatkan tanggapan masyarakat.

Lalu, bagaimanakah mengelola potensi konflik aspirasi yang timbul dalam
proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis? Berdasarkan penelitian di
Propinsi Sumatera Selatan, masyarakat di daerah kabupatan/kota di Propinsi
Sumatera Selatan adalah masyarakat yang heterogen, multi kepentingan dan ada

stratifikasi sosial yang pasti plural. Konflik aspirasi adalah konsekuensi logis yang
pasti terjadi karena keberagaman komunitas masyarakat. Tanpa adanya pengelolaan
potensi konflik aspirasi, maka partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan
Daerah dapat bermuara pada: pertama, proses pembentukan Peraturan Daerah
berlarut-larug sehingga merusak tatanan sosial; kedua, pengerasan pihak anti
demokrasi untuk mengambil keputusan sendiri dan memberlakukannya secara

sewenang-wenang bagi pihak-pihak lain.
Sehubungan dengan pengelolaan potensi konflik aspirasi yang timbul dalam

proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis di Propinsi Sumatera Selatan

relevan dan perlu dikemukakan pendapat W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi
Sudarsono bahwa melalui keterbukaan pemerintahan, diharapkan dapat dilakukan
perubahan dalam pendekatan pelibatan konflik yang lebih didasarkan atas

pertimbangan kepentingan (interest based) para pihak.z6
Lebih lanjut, W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono menjelaskan

bahwa pendekatan penyelesaian konflik yang didasarkan atas pertimbangan
kepentingam {interest based) para pihak adalah bersifat right based yang selain

26W. Riu*- Tjandra dan Kresno Budi Sudarso na. Op. Gr. . hkn. 4546.



lazimnya dilakukan melalui pengadilan/arbitrase juga dilakukan melalui negosiasi

{win-win appraach) dan mediasi {win-win appraach}.Z7
Menurut W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, tantangan utama

yang dihadapi Pemda di Indonesia adalah bagaimana menciptakan suatu tata
pemerintahan yang baik {good governance) dan pemerintah yang bersih {clean
gavernment). Tantangan tersebut muncul karena banyaknya persoalan nyata yang
dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang belum dapat diselesaikan.
Salah satu langkah yang diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa adalah dengan membuka secara lebih luas ruang bagi akses
partisipasi masyarakat.z8

Agar partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah
demokratis dapat berjalan dengan baik, maka keberadaan Peraturan Daerah yang
mengharuskan masyarakat terlibat dalam proses pembentukannya menjadi sangat
mendesak. Adapun untuk menentukan kelompok aspirasi mana yang diprioritaskan
dalam proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis, maka harus
memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1) prinsip mengutamakan kelompok
yang terabaikan; 2) prinsip penguatan ralqyat; 3) prinsip rakyat setempat sebagai
pelaku dan orang luar sebagai fasilitator; 4J prinsip saling belajar menghargai
perbedaan; 5) prinsip mengoptimalkan hasil; 6J prinsip orientasi praktis; 7) prinsip
keberlanjutan; dan 8) prinsip belajar dari kesalahan.

Legalisasi akses informasi tidak serta merta membuat penyelengaraan
pemerintahan dan pengelolaan pembangunan berjalan transparan, termasuk
pembentukan Peraturan Daerah, karena payung hukum transparansi adalah suatu
prosesr sementara implementasi adalah proses berikutnya. Diperlukan adanya
regulasi yang mengatur transparansi, baik berupa undang-undang untuk skala pusat
dan Peraturan Daerah untuk skala lokal yang mengatur tentang transparansi untuk
menjaring akses informasi publik dan rakyat terhadap badan publik. fadi, suatu
proses pemerintahan dikatakan transparan dan partisipatif apabila masyarakat
sudah dapat mengakses informasi dengan mudah, efisien dan efektif. Adanya UU
Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadi starting point yang sangat penting
untuk meniamin akses publik terhadap informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Berbagai regulasi sektoral selama ini mendorong dibukanya hak akses publik
untuk berperan serta. Namun, pada umumnya, hak untuk berperan serta dalam
berbagai regulasi itu hanya berhenti pada level formulasi Peraturan Daerah, tidak
teroperasionalisasikan sampai pada level aturan pelaksanaan yang secara riil bisa
dipergunakan sebagai landasan normatif bagi akses publik Dalam kondisi tersebu!
masyarakat yang secara teoritik memiliki hak untuk mengakses informasi publik
dalam proses penetapan kebijakan, tidak sungguh-sungguh mampu mempergunakan
haknya untuk memantau, mengnitisi dan mengevaluasi kebiiakan publik yang akan
ditetapkan oleh para pejabat publik.

Berbagai regulasi sel.*oral yang mengatur hak masyarakat untuk berperan
serta dalam proses penetapan kebijakan publik yang hanya berhenti pada formulasi
Peraturan Daerah, tanpa dioperasionalisasikan secara tuntas dan diekspresikan
secara konkrit melalui sikap demokrat pejabat publik untuk membuka diri,

21nia.
28ll,ia.



menjadikannya hanya sebatas bahasa. Sekalipun rtak Iebih dari.poliiik;;J;;si dan aborsi brru*'"ttdatangsilihberganti,haritutuntutan demokrasi "qor ucr, duorsl bahasa yang sejatinya abli ,il;;;;
sarah saru cara untuk 

T:n.:ryh rerjadinyai:f,, kepercayaan pubrik yang
sebenarnva menjadj *rr;;;;;i, t..iJainv, H#;".,rasi maupu, dirrr.roni antara
pemerinhh da3 rarrvatnva, aaam'd;;'gan ;";;;r"uun ra,I*. #m unikasi efekti f
antara kedua belah-p*rit' lv"y, rraiitu u-e-rtonsekuensi perrunya pemerintah#:#::?.HlxH:*:T*:,:Uiru;;X;lth:.".aproakirkepadara,rya,nya

' !::#!i::fr:#::;l:{ai Dassr dan Keranska rtmiah pensembansqn 
rwoderpembentukan peraturan Daeral^1gs,ur1i perru didasarkan atas empat unsur

penting' yaitu unsur-unsur yuridis,.so.si-o-rogis, ?toron, dan teknir.r

iil?i: .11li :!f mlfml{legu r asi, r.*uilp,i^ u n su.r yans m er i p u ti u n s ur- u n s u r:

."irurs*'*xfixig11g#fl :'Tffi'J--lt-1,'#,#;"ffi mnp"'""'1"
2. Tahap perancaxgan, yang meliputi:a.Aspekproseduial '

b. Aspek penulisan rancanganpenyusunan naskah akad-emik 
^merupakan , har 

-yang penting seberum
dilaksanakan pembenrrt n ol.lru.rn nru.ri ,"iab naskah idJ.*it berisikan
perranggungjaw-aban secara ruiS:_t*.;d;*"p.erancangan 

suatu peraturanDaerah' Dasar-dasr. y,,.iJir] rlr,l,orrr- a"n niorons dikaji ,u.-r., *"narrr* daram
naskah akademik..o.i tr*pir* i*, r"pru* p"riy*Jnrn n"rk r, 

"r.rJ"*ik, Iazimnya;:xx',tliff:,i1,,lil*lxtxiT,".x?f fl :i#ffi ti,,,".,.ari;ilmenyangku,
peraturan Daerah rartrtr'.p*nlelmaan preferensi nilai masyarakat yangmenghendslqi lsrwrritrany" t*prrrirn t utr*, t'"rjiran dan r..,nrrltJ"rrn. Hal ituberarti, peraturan paerah ,"u*ort n "..*ir-r.liendak rarqyat daram dewanperwakilan. pasar s3 uu ppp rv"l*r a4zaaa irrrr'irt bahwa masyarakat berhakmemberikan masukan r"*, iiJn ,a* terruris- daraT- 

langka p"nyirprn ,trupembahasan rancangan peraturar 
?^r::1,,N"*"", a.pat dilihattahwa ketentuan itutidak mensatur rlilrnutg;; p"iril:.rT: uu.pr.tirjirasi masyarakat daram proses*:u1iHtt'fftrixT"?TI:*;j:1ffi 

ff,,;ff -HfHilf 'hakberpa*isipasi
- Sehubungll^g:ngan'n"riri'lrrtay arrrir'i*ses pembentukan peraturanDaerah, UU No. tolzao+"n nffi.*uat l.(satu, prrli, y"itu pasar s3,;;; mengaturpartisipasi masvarakat. fadi,'Japat''dianarili, r"Iajri'urgri.rn" poJ,iri-Lasyarakardalam pembentukan peratu..n 6r*.utr: een;erarr"'irrrr s3 yy Ni. to1za04 itupunjuga menyatakan 

lrhwa n,k;;;rakat arrr.r.i."iJntuan ini diraksanakan sesuai$::r#. 
peraturan rrt, i.niu ilffi p..*rrii* *r'rryrrrr.wan perwa-riran nakyat

fadi' kunci untuk membuka 
:uang yang lebih luas bagi masyarakat untukmenggunakan haknya berpartisipasi ,"1i.rrr.-'p;;':"lruh mana peraturan TatibDPRD mampu *3*=uutr';,1;;;;:mokrasi irr* i;o,n luas bagi kererribatanmasyarakat dalam proses tegi"stasi. Hak *,_*i.rtrt dalam ketentuan ini



$::H:*'n 
sesuai dengan Peraturan Tata Tata Tertib Dewan perwakiran Rakyat

pasar 13 peraturan presiden Nomor 6g Tahun 2005 memuat penegasanbahwa or,r.-:1l*kr. ;;;y;*"iurnrrn rancangan peraturan oaeratr sebagaimanadimaksud daram pisar i z, "p.*irlrY 
drp rt ;1;yebarluask; R;*gan un dan gundang kepada *".v"."r."i. uasil p;il;b;;r,,"r_,., dijadikan bahan panitiaantardepartemen 

.untul penyemlurnaan Rancangan peraturan Daerah. Ketentuanitupun kiranya belum tup"nffiamemberi tekan-an. terhadap proses pembentukanperaruran Daerah ,,tu.rLyuirn;:'frr,mn ;;;il;h ,,r,*.rrylt;;.* 
berparrisipasidaram proses pembentukan perat ran Daeiah, menjadi ,,kewenang 

pemrakarsauntuk melibatkal-.rry"! dalarnpembentukan pu.rrr.r, Daerah.Mekanisme penjaringan' aspirasi *rryr.rLrt.daram proses pembentukanPeraturan Daerah,- rutrr.rlr*'-*"n*runakin landasan demokrasi deriberatif.Demokrasi deriberatir munguiJ,irk* #;;g,r.,r* i",r. cara pengambilan kepurusanyang menekankan musyawarah d.an p*g?l],'r" *rrrrrn merarui diarog dan tukarpengalaman di antara para pihak,ar", ir?lSrriOr:" 
.Tujuannya ,r,rt mencapaimusyawarah dan mufakat berdasark-an - hasil_r.**ii--,lilt,rri dengan

il:#*,l1Tlff::Tr*:H::i r:ffi::'frJ""J,u,,,n warsa {citizen ensasement)
Demokrasi deliberatif muncul sebagai kritik dan upaya untuk memperbaikidemokrasi perwakilan yang;l.,il, ini berliran airrr.npir semua negara demokratis,baik di negara maju maup'r" u..t"*brd;;;ri mJn;aai mekanisrie utama dalampengambilan keputusan. ;ika demokrasi p-.*rr.il", dro1,t"j-oreh kompetisi poritirlkemenangan' dan l<ekalahan ,",,.'pitrrt, *rt i"*"krasj deliberatif atau demokrasimusyawarah lebih menonjorkan argumentasi, diarog saring menghormati, danberupaya mencapai tiuk t**u dan mufat t. 

'o"*okrasi 
rangsrrg *urgandarkanPemilu' sistem keterwakilr" faur"g,lsi wewenr.,g--Jrn kekuasaanJ, dan erite_eritepolitik' sedangkan demokrasi aenueratir ilil ;"nekankan parrisipasi danketerlibatan langsulg warganegara-. Menurrt corrun dan Fung tza*4),sekurangnya

;lil'ffrr1ffn'it.,;uin vds h;;;* oiopri 
"r"r, 

a"#rkrasi plrwakiran, tetapi gagar
1" Tanggungjawlb (responsibitity),yak1i sejauh mana para pemegang kuasa betur_

ffi:i#elaksanala" 
orss;siawab p"iiik;;, ,"ruri dengan aipirasi warsa

2' Kesetaraan {eq.uatity),yak1i sejauh 
f.Tl llrp warganegara mem,iki kesempatanyang sama untuk secara bersama ikut memutusfan suatu kebijakan; di dalam

. f$,i:l1i:,?:, "",:?; 
ff XHilffi ;:**.,.:f va n g a d a te, ih m en gh ar an gi

3. Kemandirian p"-ti*. *r.gffir., etotiticat r"ril:#;;:t}:il1"i:ff:f, *r;warganegara betur-betur mamnu hidlup *rra*i"uengan kuputurrr_keputusan
,".,,?I,Xf,:"1 I j }ii*::U:lnffi f ffi ffi -, n asp i ra si m a,yaraka t d ap a t

Konsultasi publik yang i deal/efekrif mem erl ukan tiga dimensi persyaratan :1' Pengaruh linltuey!).,yat"ni t-.tffi mana para peraku warganegara dan kerompokmasvarakat mem,iki kapasitas untuk *d;-d;.;; sebuah kebijakan;2' Inktusi fketerribara, v;ilI;il-r*rr', il;r-;;uh rnana warsanesara danberbagai lapisan mr"ya.akat dengan 
-beiagam 

kebutuhan ,u*, !ri, pandangmemiliki jalur dan "pintu" t".r.rl[tirte.iuJt-r.re*i".it 
n pendapat dan usuran;



3. Deliberasi fmusyawarah], yakni sejauh mana diarog yang terbuka, jujur, saringmenghormati dan berkehendak untuk *ufr[ri.
Konsultasi publik yang diselenggarakan berdasarkan urgensi dan manfaatproses-proses demokrasi, baik bagi pemerintah *r, *r.ganegara secara umum,haruslah bermakna (meaningfurr. I(o;surtari prurit yang ,.bermakna,, 

secara idealharus memenuhi sejumlatr 
"t<riieria 

yaitu t".brk , deliberatif, partisipatif, danmemihakkelompokmiskin (pra_poor).

Yr. Peran civr?society sebagaiAgen penguatan pafiisipasi Masyarakatuu pemda No. zz/2004 member}rin 5.r"*prtrn yang beiar dan ruas kepadamasyarakat daerah untuk berpartisipasi daalam p"-*".int han dan pembangunan didaerahnya' secara individual, *rryrrrkat daerah tentu sulit berpartisipasi secaralangsung dalam pemerintahan dan pembangunan, karena: terbatasnya rata-ratakemampuan individu; kebutuhan, tuntu3., J3n kepentingannya sangat beragam;ataupun karena partisipasi secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok yang kecil

;:Tilf,.'"ting 
kurang didengar oleh peiabat pemerinlr, yr,r"e ;";;;i;n kebijakan

Agar kepentingan masyarakat ya.llg sangat beragam di daerah dapattersalurkan dengan baih maka iipertukan "r?"n;v?"g disebut dengan ,,civil 
societlt,dalam bentuk organisasi yang lebih teratur din beiwibawa untuk mengartikulasikankepentingan29 masyarakat tadi ,?T ..tprt diperjuangkan sebagai salah satualternatif untuk 

.{jlafit<an s-ebagai kebijakan d#;-h. Alternatif tersebut bersamaalternatif-alternatif lainnya dipaiukan 1diug."g;ik ;l oleh parrai-parrai politik danDPRD' menjadi alternatif-alternatif yang rgyTn J"J*it;umlahnya, lebih sempurna danlebih terarah dan oleh DPRD bersarna Kepala Daerah dibahas dan dipilih untukdijadikan peraturan Daerah. civit *r1uw i^r,g 
-r*.ing 

diterjemahkan sebagai"masyarakat sipil" dan "masyarakat madan-i,,, ,arirr, bidang kehidupam sosiar yangterorganisasi secara sukarela, mandiri dalam 1*_tiy g"nerating dan sellsupp ortingotonom dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan-hanya tunduk pada ketentuanperaturan perundang-undangan.30
civil socieet mencaklp rembaga-rembaga atau kerompok_kerompok yangsangat Iuas baik formar *rrpun nonfoimrit;d;"6uti bidang_bidang kehidupan:1) ekonomi (organisasi 

-ekspor-impor, p""tur.riirrn, perkumpuran koperasi, kamardagang dsb'); 2) kebuf1ry! (orianisasi berdasarkan suku bangsa, kedaerahan,kekerabatan, kesenian, dsb.l; s1 iea'gamaln; +J pendidikan dan inroi*lriforganisasiguru, perguruan swasta, wartawan, penerbit, p"i"ir", ,nahasiswa, dsb.l; 5] grup_grupkepentingan atau interest grorp, fo.!"nisasi buruh, nerayan, tani, veteran, pensiunan,organisasi-organisasi profesional'laiirnya, dsb.); o.'gerakan-gerakan atau move mentsatau sering juga disebut grup penekan atau puoir" groups (organisasi lingkungan

29Artik,lasi kery-ntinsan adalah gra )'ang lazim ditempuh oleh anggota masyarakat agarkepentingan' kebutuhan, atau tunturannya oupui t"rp"-nni oeng;an mem,askan Berbagar macam tepentinganitu dapat terpenuhi oteh sistem pori,it;G,ui-r+*-q *d;;;;;.metalui organimsi maupunlembagaJernbaga png a{a orti* 
"r"J,r;"k i. igr"sil k"tr#d#ll*, suatu tungsi inputyangmemadupadankan semua kepentingan ir*g Grr, oi-iil.,,rrirr.r*'Flr#il*, Gabriel e. ahoro. t s:t.Comparative paritics system, proiers,'ani roii"y,Little Brown una d*proy, Boston.30Mustari Pide'.*Partisipasi Masy'arakat sipil dalam otonomi Daerah menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999*, Jurnar Hakam lus q"* i",tr"*, No. 14 vor. ? Agustus 2000, hlm. 136. r



hidup, perlindungan konsumen, bantuan hukum. nonprofitJ; 7J pembangunan(lembaga swadaya masyarakat, perbaika, g;;;; kesehatan,'kertiarga berencana,dsbJ; 8J organisasi kemasyarakatan lainnlya $engamat pemilu, pengamat DpR,pengamat korupsi, forum diskusi aan pengka;irn, irUj.r, 
r -------, r'

o,,.,rr,XXo}t?ll,lffi,i'vi| socieqt a"igr" ;.;lrintahan dan demokrasi, dapat
"Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah sarah satu unsur yang hidupberdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang baikdan bervariasi, partai politik, organisaJ-a* 

".oriasi. 
Keanekaragaman inidisebut pluralisme, dan ini berasimsi bahwa banyak kelompok rerorganisirdan lembaga dalam suatu masyarakat demokratis tidak tergantung padapemerintah bagi 

-kehidupan, Iegitimasi atau kekuasaan meleka. Ribuanorganisasi swasta bekerja dalam irasyarakat demokratir, ,ar'vrng lokal, adayang nasional' Banyak di antaranya berperan sebagai penghubung antaraindividu dan lembaga-lembaga.sosiar dan pemerintah yang rumit yang didalamnya mereka menjadi u"agiannfa, **n!i.i peran yang tidak diberikankepada pemerintah dan menawarkan kese;patan kepada individu untukmenjarankan hak dan ranggung jawab meieka ,"urgri warga negarademokrasi' Kelompok-kelomplk itu'mewakili kepentingan anggota merekadalam berbagai cara dengan mendukung calon bagi jabatan pemerintah,memperdebatkan isu-isu dan berusrt* ir"mpengaruhi keputusan poritik.Melalui kelompok demikian orang mempunyai saluran untui berpartisipasisecara bermakna baik di pemerintat rn miupun di masyarakat itu sendiri.3z

Setiap civil society di daerah lTtr mempunyai kemampuan ,,ekstra,,baik 
dariaspek organisasi, kepengurusan, visi dan mGint;, aparagi penguasaannya darammengakses dan mengolah informasi lokal, regil;al, nasional, dan internasional,karena "siapa yang menguasai informasi, maka 

"r*u*.ry, 
menguasai persoalan danpenyelesaiannya di bidang-bidang tertentu yang diperjuangkannya. Atas dasar itu,setiap civil saciety di daerah hirus mampu membaca, mengkaji peluang yangdiberikan oleh UU pemda No. ZZ/ZAAL t"prJ, masyaraka! memilih danmerencanakan bidang-bidang mana yang ditekuni sebagai partisipasinya dalampembangunan daerah' Kemulian memperyuangkannya untuk dijadikan keputusanpemda atau keputusan politik lainnya, .si. ini-*, proses, dan ourpur-nyamenguntungkan daerah yang pada gilirinnya";rg, piopinsi, dan Negara Indonesiasecara keseruruhan. fadi, iiiit soiuty *"n;rai saiah satu unsur penting dan

:fl'tr?, *,f;,,11,u;:rfr:iti* di daerah, Lnp,-.u.ut serta dararn parai poritik

fika civil society di daerah dapat menjadi unsur penting dalam sistem politik,berarti diakui me:npulySi kompltensi mengartikulasikan kepentingan wargamasyarakat daerah, bahkan iia* u*rreujrran jika diakui bJrtompetisimempadupadankan (mengagregasikanJ.artimrr.i l*pentingan tadi unruk dijadikansebagai alternatif kebijakianaJn pemda. Harus aiJr.ui juga bahwa untuk dapatberpartisipasi optimar daram p.r".irohan dan p".urngunan daerah, maka civil

3lnia.

,rrr, ,r'iu#rilstates 
Information Agency' "Apakah Demokrasi itu?-, publikasi Internasionat,oktober



socieV di daerah ti-dak halra tergantung dari diri (internal) civil society iru sendiri.Meskipun civil society sudah solid secara organisaii, puny, sumber daya manusiayang handal dan punya pengurus yang berwibawa masih memerlukan dukunganfaktor eksternal .rg1. dapai berpartiiipasi maksimal dalam p"*"iintrr,rn danpembangun daerah. Faktor eksternal dimaksud adalah dukungan pemda, DpRD, danpartisipasi masyarakat serta simpatisannya di daerati itu sendiri dalammenyampaikan ide atau,gagasannya, kebutuhannya, kepentingannya, drn kritiknyakepada civil society yang bersangkutan.

Yll. Penaary
Realisasi dari jaminan atas. HAM tidak dapat dilaksanakan hanya denganmenetapkannya secara tekstual dalam suatu p".rtu.rr, perundang-undangan yangberlaku' faminan tekstual atas HAM senyatanya telah terdapat dalam berbagaiperaturan perundang-undangan bahkan konstiiusi negara. prbses perluasan daninstitusionalisasi {AM, baik pada tingkat individu maupun masyarakat yangmembuka akses kepada hak-hak daiar termasuk akses t "p"J, kekuasaan,dimaksudkan sebagai proses demokratisasi, baik dalam arti sipii porirL maupunekonomi, sosial dan budaya.
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